BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : )72 /1 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI BINTAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah,
perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah dengan Keputusan Bupati;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 182
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana ...



10.

11.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi...
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Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi dan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan ...




Menetapkan
KESATU

KEDUA

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor
S3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor

60);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun
2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor
67);

30. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Susunan Tim
sebagaimana tercantum pada lampiran [ Keputusan Bupati
ini;-

: Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada
lampiran II Keputusan Bupati ini;

KETIGA ...




KETIGA

KEEMPAT

KETIGA

KELIMA

KEENAM

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan,
harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

b. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan,
harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KESATU dan Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab
pada Bupati;

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bintan Tahun Berjalan Pada Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Febrmuan 2024

f BUPATI BINTAN T
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ROBY KURNIAWAN




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR ‘72 /w /2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

PENGARAH
PENGARAH

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

BUPATI BINTAN;

WAKIL BUPATI BINTAN;

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN;
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BINTAN;

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
BINTAN;

1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BINTAN;

2. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN

BINTAN;
3. SEKRETARIS DEWAN KABUPATEN BINTAN;

4. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH,;

5. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

DAERAH;

6. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH;

7. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH;

8. RIA ANIKA, SH, MH (PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA

BAGIAN HUKUM SETDA BINTAN);

9. KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PENGELUARAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN

KABUPATEN BINTAN,;

10. KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN KABUPATEN

BINTAN.

f BUPATI BINTAN f
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 172 /0 /2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

L.

1L

III.

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BINTAN;

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN

BINTAN;

1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BINTAN;

2. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN;

3. SEKRETARIS DEWAN KABUPATEN BINTAN;

4. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH;

5. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN
DAERAH;

6. KEPALA  BIDANG  AKUNTANSI  DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH;

7. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH;

8. RIA ANIKA, SH, MH (PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN  AHLI  MUDA
BAGIAN HUKUM SETDA BINTAN);

9. KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PENGELUARAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN  BINTAN
KABUPATEN BINTAN;

10. KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN KABUPATEN

BINTAN.
7£ BUPATI BINTAN /
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ROBY KURNIAWAN




